WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan Puskesmas Kota Pekalongan sebagai
Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dengan
status penuh, maka dapat diberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan  keuangan dan akuntansi
dengan tetap memperhatikan prnnsip  praktek
bisnis yang sehat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagal mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan ~dan  Akuntansi Badan
Layanan Umum  Daerah  Puskesmas Kota
Pekalongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; -
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Bepublik Tndomesia Nomor 34%5);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lemt: Negara b blik Trach Nuomor 4286}
Undang-Undang Nemor | Tahun 2004 tentang
FPerbendaharaan  Negars  [Lemlbsran Megnara
Republik  Indonesia  Tabun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353); '
Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksann P Fol dan  TamgEung;. I
Kevangan  Negaro  [Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negem Republik Indonesin Nomer 4400}
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik ¥ k ik Negaran Rkepubilik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
Undanp-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negarn Republile Indonesia Namaer 4127)
schapgaimana telah diubah beberapa kali terakhic
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentung Perubaban Kedun Atas Undang-Undang
Nomar 32 hun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah L Negnra pusbitik i
Tabupn 2008 Nomor 59, Tambahon Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $844);
Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tenuing
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusa
dan Pemerintah Daerash [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tabun 2004 Nomor 126,
Tambahan 1 Negara Republik Ind i
MNamor 4438);

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun  |988

lentang Perubahan  Batas  Wilayah Kotamadya
Daerb Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Dacrah
Tingkat 1l Pekalongan, dan Kabupaten Dacrah
Tingkat Il Bawang | Lembaran Negorn Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 3381);

cPeraturan  Pemeriniab - Nomor 23 whun 2005

tenwang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Umum  (Lemb Negara i
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Layanan




Memperhatiban @

(%)

.

it

i

Republik  Indonesia  Nomor 4503,
imana lelah  diuhah  dengan  Pe
Pemerintah  Nomor 74  tahun 2012  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
tohun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Umum  (Lembaran  Negars  Republik
Indonesia Tahun 20012 Nomor 171, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

uran

Laya

n

:Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan K Daerah (L

Negarn Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4578}

.Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instana‘
Pemerintab (L Negara Rep

Indgnesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tumhahan
Lermbaran Negara Republik Indonesin Nomor 4614);

-Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010

tentang Brandar Akuntansi Pemerintahan
il Negara Rep i ia Tahun 2010
Nomor 123, Tambaban Lembaran Negarn Republik
Normar 5165):

Indone

Peraturan Menteri Keusngan Nornor
08/ PME.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
bu.l’]*'uk D2 2006 tentang Tata Cory Penyusun,
Pe I dian Perubal Rer
Bignis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanasn
Angparan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 363);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor &1 Tahun
MKW Tentang  Pedoman  Teknis Pengelol
Keuangan Badan Lavanan Umum Daerab;
Peraturan Menteri Keuangan Romor
76/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturin Menteri Keuangan Nomor
U),a PME.US/2011/ tentang Rencann Bisnis dan
Berta  Pelal A Hadar
Lavanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Numor 363y

;i

it

F Nomor 74 Tahun
2003 tentang Pola T:m: Keloln Badan Layvanan
Usnum Daernh Puskesmas Kota Pekalongan (Berita
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 74);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN umum DAERAH PUSKESMAS KOTA
PEKALONCGAN

BAH L
KETENTUAN UMLM

Pasal 1
Datam Peraturan Walikora ini vang dimaksod dengnn:

1. Daecrah adalah Kota Pekalongan.
2. Wulllmm adalah Walikota Ptkdhmgau

Kesehatan Kota Pekalongan
Badan Layanan Umum Daerah, vang selanjutnva disebut BLUD,
adatah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerab yang dibentuk
untuk memberikan pelsvanan kepada masyvarakat beropa barang
danfatag s yang  dijual  tanpa  mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kepintnnnya didasarksn pada
prinsip efisicnsi dan produktivitas.

5, Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, _l,am, sclanjutnya disebut PPR-
BLUD, adalah pola p 1ol. E vang etk
flekaibnl i untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis  vang schat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada
masyarakat dalam rangks memajukan kesejohterasan amum dan
mencerdaskan  kehidupan bangsa, sebagai penpgecualion dar

tuan pengelolaan keuangan negara pada umumnys.

nsl Pemerintah Dagrah adalah setinp kantor atau satuan kerja
yvang berkedudukan sebagal pengpuna anggaran/barang atau kuasa
pongguna anggaran (barang.

B, Unit Kema pads Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menerapkan  PPE-BLUD  selanjutnys  disingkat  BLUD-Unit  Kerja
adalah Unit Ke Satuan  Kegn  Perangkat Dacrah  di
lingkungan pemeniniah daerah yang menerapkan PPR- BLUD,

9. Pusat Keschatan Masvarakat vang selanjummya disingkat Puskesmas
adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Uit
Kerja' Dinas Keschatan  yang  memberikan  pelayanan  secara
menyelurah dan erpadu keg

10. Pusk Kota | !

[T

berupa ke

pircha

1 masyarakal.

adalah dari unit

di Kota Pekalongan vang mencrapkan PPE-BLUD.
1. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertangoung
jawab terhadap kinern  operasional BLUD yang terdiri atas
pemimpin, pejabat keuangan dan pefabat teknis yang sebutannya




dongan ur yang- berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

12, Direkrur adalah Pimpi; Pus} Kota Pekal

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam  bentuk kas dan
tagihan BLUD vang menambah ckuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali,

14, Belanja adalah semua pengeluaran dar rekening  kas  yvang
mengurang ekuitas dana lancar delam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tdak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh BLUD,

15, Biaya adalah sej yang i eluitas dana
lancar untuk mempe rnln-h barang dan/atay jusa untuk keperluan
opernsions! BLUD.

16, Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapal oleh
suati sasi dalam diak produk dalam bentuk jasa
pelayanen atau barang kepada pelanggan.

17- Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya dischut RBA,
adalah dokumen perencanasn bisnis dan pengangearan vang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

18 Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program,
kegiatan  dan  sumber pendapatan, dan  jenis’ belanja serta
pembiayaan sesuail dengan format RKA-K/L dan format DIFA BLLL

19, Daftar |sian F BLU yang jutnva discbut
DIPA BLU adalah yang dibuat aleh
Pengguna  Anggaran / Kuasa Pcnggurm Anggaran pada .- satker BLU
yang disahkan oleh  Direkiur Jenderal  Perbendaharaan/ Kepala
Kantor Wilayah [h Jendernl  Perk b atas NAM
Menteri Keuangan selaku Bendehara Umum Negara, dan berfungsi
sebagnl dasar untuk takeuiks inscdal vang
pengeluarn negara dan pencioran dana BLLU atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nrgum |APB‘\I] serla I)er]'un.gql aebagal
dokumen pendukung b

20. Lapuran hcuunp:u.n adalah bentuk pertangrungiawaban BLUD berupa
Laporan Reali Pt JLaporan © i I. Neraca, Laparan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

21 Laporan Realisasi  Anggaran  adalsh  laporan vang  menvajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa ]e]:nhfkumng pembiayann angEaren yang masing-
masing diper denpgan va dalam satu periode,

22, Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus
masuk dan keluar kas selama prnode terlcntu yang diklasifikasikan
berdasarkan i operasi; i, cdin i
pembiayaan,

23. Neraca adalal lnporan yvang menyajikan informasi posisi keuangan
BLUD yatiu aset, utang don ekuitis pada tanggal tertentu.

24, Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan
informas lentang penjelasan atau daftar teanel atou analisis atas
nilal suaty pos yvang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasl




it flaporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas

dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25. Pola Anggaran Fleksibel {flexible budget) adalah pola anggaran vang
penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari vang
lean i prr terknit  bertambah  atau

berkiirang setidaknya proporsional,

26, Persentase Ambang Batas  adalah  besaran persentase  realisasi
b vang diperkenankan melampani angearan dalam DIPA BL

27.Basia Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui peng
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiva
lainnya terscbut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau sctara
kias diterima atau dikeluarkan.

28, Basis Kas adolah b skuntansi yang mengak
dan peristiwa lainnya padi saat kas atay setars
dikeluarkan

29, Hekonsiliasi adalah proses pencocckan data oransaksi keuangan
vang diproses dengan beberapa sistem/subsistemn vang  berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

A0, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalam  menyusun dan  menyajikan laporan
keuangan Pemerintah

31, Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnyn disingkat SAK,
adalah  prinsip  akuntanst yang  ditetapkan oleh  ikatan  profesi

pengaruh transaksi
ko diterima atiw

akuntansi Indone
kevangan it entitas usaba,
A2 Praktek Bisnis Yang Schat adalah penyel fungsi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen vang baik dalam rangka
pemberian layvanan yang bermutu dan berkesinambungan.

G dalam menyusun dan menyajikan laporan

HAR 1|
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengeiolaan kevangan dan akuntansd
Puskesmas Kota Pekalongan meliputi:

a. kek L peng b ;
b. an dan penganggEaran;
¢ ann

d. perubiahan snpgaran;

. akunans, AL [T LAN L




SALONGAN

to Mekadongan disebut Direkiur
adalah cnanggunginwab  dmun

memimpln, ¢

dan 1

Puskesmas Kota Pek

mewakili Puskesma

1k

W kchij

15 Kot Pelkalongan

1 berilout

anyai 1




|

v

(5]
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|6}

. pengelolaan keuangan;

d. pengelolann barang, asel tetap dan investasi;
perencanaan dan evaliasi;

menyedinkan data.

Bagian Keempat
Pegabal Teknis

Pasal &

Pejabat  teknis adalah K | UKP, K .| UKM, dan
Kepaln Puskesmas.

Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

0, Menyusun e i toknis di hi 4

b, melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

€, memperlanggungjawablian kinerja operasional di bidangnya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DBagrian Kesatu
Perencanaan

5 Pasal 7

Puskesmas Kota Pelalongan menyusun Rensira bisnis hma tahunan
berdasarkan pada RPIMLD Kota Pe
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi,
program  strategis. dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proveksi keuangan lima tshunan
Puskesmas Kota Pekalongan.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran
vang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra vang ingin divujudkan,

M mand dimaksud pada ayat (2) memuat sesustu yang
Tarus diemban atau dilaksanakan sesuni visi yang ditctapkan, agar
nigasi dapat terlaksana dan berhasil dengan batk,
Program strategis - sebagaimana dimaksud pada avat (2) memust
program yang berisi proses kegiatan vang berorientasi pada hasit
yang ingin dicapai sampai dengan kurun wakiu 1 [salu] sampai
dengan 5 (lima) whun dengan memperhitunghkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul
Pengukuran p ian kinerja se i pada ayat (2)
memuat  pengukuran  yang  dilakukan  dengan  menggambarkan
pencapaian hasil kegintan tohun beralan dengan disertai analisis

alongan,

i seby

Lz o




atas faktor-faktor intermal dan  eksternal vang mempengarihi
tereapainya kinera tahun berjalan

Pasal 8

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan
sebagai dasar penyusunan RBA dan laporan/evaluasi kinerja.

Baginn Kedua
Penganggaran
Pasal 9
Penyus i RBA b dalam al 8 disusun
berdasarkan prifsip angearan berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuham dan k

I i vang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan
lair, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas Kota
Pekalongan lainnya,

(1) Puish Kota  Pekal menyusun RBA  tahunan  dengan
mengacy  kepada renstra bisnis  disertai prakirpan RBA  1ahun
berikutnya,

(2} RBA scbagaimana dimaksud pada awat (1) memuat seluruh program,
kegatan, anggaran an/ pendapatan, ATMEEATIN
pengeluaran { belanja, ¢

(3} Penyusuns asarkan:

@, basis kinerjn dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
lavanan;

b kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan

diterima; dan

o basis akrual.

4] Kemampuan  pendapatan  yang  diperkirakan  akan  diterima

-,ph.wuun,um dimaksud pada ayat {3) huruf b, bersumber dari:

a yang akan diperoleh dari jasa layanan;

b hlh.l'l tidak terikat dan/atau hibah terikat vang diperoleh darl
sarakat atau badan lni
¢ hasil kerja sama BLUD de

lainnya;

d. penerimuan lainnya yang sah;
€. penenmaan anggaran yang bersumber dan APBLD;

n

gan pihak lain dan/atau hosil useha

I vang dari dan APBN.
13) RUJ\ merupakan penjabaran lebih lanjut dart program dan kegiatan
F Kota Pekal dengan ber pada pengelol

keuangan Puskeamas Kota Pekulongan.




(1} REA t Pala Ang Fleksibel {flexibile budget) dengan
suatu Persentase Ambang Balas terteniu.
(2} Pola Anggaran Fleksibel sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berinku  untuk  belanjan yang b s dari
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(&3] Ambang Batas scbagai i pada ayat (1]

dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
Pasal 12

{1] RBA memuat;
a,  kinera tahun berjalan;
b. asumsi makeo dan mikeo;
T, S , indikator, target kinerja dan kegiatan,
. anulisis dan peckiraan biaya satuan;
perkirann harga;
perkiraan il
anpgaran;
prognosa laporan keuangan;
perkiraan maju {foneard estimate): dan
j. ringkasan penerimaan dan pengeluacn,
{2] RBA scbagmimana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan usulan
program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari
keluaran yang akan dibasikan,

hiava, i i, dan pe

bl 2 BT

Pasal 13

{

Kinerja tahun berjalan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1} huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengarahi

kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan

keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan
pencapaian kinerja tahun benalan,

2] Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksod dalam Pasal 12
gyat 1) huraf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi.
pertumbuban ekonomi, mlai kurs, asumsi tanl, volume pelayanan,
dan perdopatan.

(3) Susaran, indikator, target kinerja dan  kegiatan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 avat (1) hural ¢, antara lain perkirsan
sasaran, indikator, target kinerja meliputl perkirsan  pencapaian
kinerja pelavanan dan  perkirsan  keuangan  pada tahun yang
direncanakan serta pencapaian kinera  pelavanan dan keuangan
pada tahun vang direncanakan

{4] Analisis dan perkiroan bisya salusn sebagaimana dimakeod dalam

Pasal 12 ayat (1) hurafl d merupakan  prakiraan biaya per unit

penvediaan barmng dan/atau pelayanan yang diberikan, setelah




memperhitungkan  selurih komponen biava dan volume barang
danjatan jasa yang akan dihasilkan,

(5] Perkiraan harga schageimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biava persamaan dan tingkat margin
yarg ditentukan sepertl tercermin dari tarif layanan.

(B} Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huru{ B

merupakan rencana selurih 1 Vi
dadom satuan vang yang tercermin darl rencana pendapatan dan
b laamnjan.

{7) Prognosa laporan keuangan schagaimana dirmaksid dalam Pasal 12

{1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun

berjalan seperti tercermin pado lapornn reslisasl anggaran/laporan

operagional. neraca dan laporan arus kas.

18] Perkiraan maju {forward dalam
Pasal 12 ayat (1} hurul §, mn:rup.zkan perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan

guna memastikan kesi biungan progr dan i yang telah
disetujui dan menjadi  dasar  penyusunan  anggaran  labun
berikutny,

Pasal 14

RBA disusun dan dikonsoldasikan dengen RKA Dinas Keachatan
Fota Pekalongan.

(2] RBA schagaimana dimaksusd pada
REA-Unit Kera,

[

at (1) dipersamakan scbagai

Pasal 15

{1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan
kepadn Kepala Dinas Keschatan untuk dibahas sebagai bagian dari
RKA Dinas Keschatan.

[2] RKA Dinas Keachatan beserta RBA sehagnimana dimaksud pada ayat
1), disampaikan kepada DPPKAD.

Pasal 16

RKA Dinas Kesehatan beserta REA sehagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) disampaikan eleh DPPKD kepada TAPD untuk dibahas dan
diverifikasi.

Pasal 17

dengan

Penyusunan  RBA

kan i - sing sumber p

yang
yang berkenaan.




Pasal 18

{1) RBA yang télah dibahas dan  diverifikasi TAPD sebagnimana
dimaksud dalam  Pasal 16, disampaikan  kepada PPED: untuk
dituangkan dalam rmncangan APBD.

r (2} Berdasarkan APBD yang telah  di 1 Direktur lakulk

ualan terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

{3} RBA definitif digunakan scbagai dasar penyusunan DPA untuk
diajukan kepada PPKD melahii Dinas Keschatan.

pens

BABR WV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pagal 19

Pelalanaan RBA seaual dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
frig ming sumber d yang berkenaan.

Bagian Kesatu
DPA Dinas Keschatan

Pasal 20

{

DPA sehagaimany dimaksud dalam: Pasal 18 ayar (3) paling sedikit
mencakup:

o, penis nddan belanja;

b, proveksi arus kas; dan

. ¢. jumlab dan kualitas jasa dan/atau barang vang akan dihasilkan

(2} DPPKAD sesuai denpgan kewenangannys mengesshkan DPA setelah
APBD disahkan schagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA berp pada p perundarig: B
yang berlaku.

{#) Dalam hal DPA schagaimana  dimaksud pada ayat (2] belum
disshkan oleh DPPKAD, Koty I dapar
melakukan pengeluaran wang paling linggi sebesar angka DPA tahun
sebelumnva,

Pagal 21

(1) 2PA yang telah disahkan olch DPPKAD scbagaimans. dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) menjedi dasar penarikan dana yang
bersumber dari APBD.

(2) Penarikan sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipenunakan
untuk belanja pegawai, belanjs barang dan/atug jasa dan belanja
maodal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)







[ komisi, polongan
penjy

upun  bentuk lain se
tau pengadaan barang dan

akibat dari

s dar

Pazsal 24

1) Seluruh pendag £ diinalk 1 dalam B
kecuali yang berasal dari hibah tenkat, dapat dikel
untuk membiayii be:

12)
TS

o]
anja Puskesmas sesuai RBA definitil,
S

12 Selurub =
hural by, huruf e, dan huruf d dilaperkan
pendapatan  asli

Puskesmas

m Pasal 22 huruf a,
E jenia lain-lain
obyek pendapatan

aerah yang  sah  pads

Pasal 2:

Hibah terikat sebagaimana  dimaksud  dalam
diperdakukan sesuai peruntukannyi,

Pazal 26

Dolam  hal  Puskeamas ditunjuk - schag W@ AngEaran
ugas pembantuan  pros pengelola keuangannya
diseleng an sccara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam pelaksanasn APEN,

pelakes

dekomsentrasi/

Bagian Ketign
Belasji

biaya

amal 28

imana dimaksud dalam Pasal 27 avat (2}

b biaya amum dan adminisirss,.
(2) Biaya pelayanan schogaimana dimaksud pada ayat (1) burufa terdin




(&)

. biays dava dan jasa;

T, bhayn pelayanan bain-ln,

Biaya umum dan el i puida ayar (1)
horul b erdin dani

a  baays pegawar,

b iways adnunistras kantor,

¢ binya pemelifharsan;

d.  blaya barnng dan jasa;
e
L

biayn promosi;
biaayn wmum dnn adminstrass lain- lain

Pamal 29
Biaya non of dimakwsud dolsm Posal 37 avat (3,
terdini dart
a  blava bungs;
b biave sdministrasi bank,
. biaya kerugian penjualan asset tetap,
d. biaya kerugan penurunsn nilai; dan
. biayva non operasionel lain-len,

m

Pasal 30

Brngebidann hebings diselenpgirakian svarm fielouhel herdasarian
kesctaraan antars  volume Kegiatan  peioyanan  dengan  jumilahb
pengeluaran, mengikuti prakick bisnis yang sehat

Pengelolaan belanjn sgearn 2 Nmnkwud pada
avat (1) merupakan belangn yang |I.|-rmu||lwn dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas yang telab ditetaploan dolam REA
defirutf dan dilaporkan dalam perhrtungan angggaran

Pengriolaan belang sccars fickube] srbogumana dimaksud  pods
avat (1) berlaku dalam ambang bates Ocksibilites sesual yang telah
ditetapkan dalam REA defininl

Pasal 31

batas Oeksibal b d ksud dalam Pasal 30
aval |3 ditetapioun dengan bosaran perarnlase.
Besaran persentase H:Wm-nm dwml-ud p-dn ayal (1) ditentukan
dengan  mempertiml operasional
Puskesmas,
S pemeniane neby fimaksud pada aynt |4} ditetapkan
oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPPEAD
Khusus untuk baya jasa pelsyanan schagammana dimaksud dalam
Pasal J& ayat [2) huraf ¢, dictapkan setungg-tingginva 44% jempat
puluh empat per seratus) dan pendapatan jasa byanan sebagaimans
dimakwud pada Pasal 23 ayat (1),




81

121
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Bagian Keempat
Penpgeiolaan Kas

Pasal 32

Transakst peoenmasn dan  pengeluaran  kas vang  bersumber

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 23 dilaksanakan  melalu
rekening  kas  Puskesmus Kot  Pekalongan pada  bank  yang
ditetapkan direkiur,
Rekening kas Push HKota F hagai limaksud
ayat [1} dibuka oleh direkiur dan Sckretaris Puskesmas  Kola
Pekalongan pada bank umum,

Pasal 33

Dralam pengeiolaan has, Pusl Kota Pekal

menyelenggarakan hal-hal sebagai bertkut;

o, merencanakan penerimaan dan pengelunrian kas;

b P d ataw tagihar;

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. melakukon pembayaran;

e mendapatkan  sumber dana untuk menutap defist jangka
pendek; dan

£ memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan

Pemanfaatan surplus kas scbagaimana dimaksud ayat (1) hurof |

dilakukan  schagal nvestasi  jongka  pendek  pada instrumen

keuangan dengan resiko rendab

Penerimaan Puskesmas pada

hari kerja disctorkan sclurshnya

ke rekening kas Pus) Kota Pekalongan dan dilaporkan kepada
pejabat keuangan Puskesmus.
F kas Pusk ige: berdasarkan praktek

hisnis yang sehat,

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 34

Puskesmns Kota Pekalongan dapat memberikan piutang sehubungan
dengan  penyerphan  barang,  jasa, danfatau  transaksi  vang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan
Puskesmas Kota Pekalongan.

Piutang dikelola secara tertib, efisicn, ckonomis, transparan dan
bertanggungjawab sertn dapat memberikan nilai tambah  sesuai
dengan prinsip bisnis yang sehal dan berdasar kefentuan peraturan
perundang-undangan yang berlo,
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(3]

i Kota Pekalong lasbeuh
saEl piutang fatuh tempe,
F e, i piatomg el i
pada ayat (3], Pu-skcsmu's Kota Pekalongan menyinpkan bukti dan
administras penagiban i|m1 men |Ik,m tagihan atas piutang.

it piutang sek: § ayat (3), yvang sulit dnaglh
chapat dili ik pe il v kepada Walil dengan di
bulkti-bakti viing valid dan sah.

i pluatang pada

Pasal 35

Putang dapat dihapus sccara mutlak atau bersyarat apabila sudah
ada penilaian oleh pejabat vang berwenang vang nilainya ditetaplan
secara berjenjang sesuni keteptuan yang bcrLaku

K pengh ptutzmg dimaksud pada
ayat (1) di ik oleh ¥ I kan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Prisal 36

Puskesmas Kota Pekalongan dapat melakukan pinjamanutang
sehubungan  dengan  kegiatan  operasional  danfatau  perikatan
peminjaman kepada pihak lain.

Pinjaman dikelola dan’ diselesaikan secara tertib, efisien, ekonoms,
transparan dan bertanggung jawab sesun dengan prakiek bisnis
yang schat.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dard perikalan pinjaman
jangka pendek hanyi untuk belanja operasional termasuk keperluan
menutup defisit ks

Pemanfantan pinjaman/ utang vang berasal dari perikatan pinjaman
Jangka pamgang banya untuk belanga modal,

Pagal 37

Besarmya utang jangks  pendek  setingm-tingeinya 3 (riga)  kali
perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas,
Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan olch dirckiur.

Besaran utang jangksa panjang ditentukan berdasarkan tinghkat
likuiditas selama masa angsuran.

Perikatan perjanjian janghka panjang ditetapkan oleh direktur dengan
persetujuan Walikota.

Pembayaran kembali pinj jutang set i i dalam

pasal 36 avat {1} menjadi tanggung jawab  Puskesmas Kota
Pekalongan.







Pasal 42

(1} Investasi gk pendek sebaguimans dimaksud dolam Pasal 41 ayat
12) merupakan i s yang dapat  segera  dipe belikar
dicairkan, ditujukan dalam rangkan manajemen kas dan beresibo
rendah serta dimiliki selama kurang dan 12 {dus belag) bulan.

{2) Tnvestasi jangka pendek schapaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakum
A deposito berjanghki waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 {dua

belins) buskin vang dapat diperp

ang secara olomatis;
b. -pembelian Surat Utang Negara (SUN);

. pembelian Sertifikar Bank Indonesia (SBI); dan

d. pembelian Surat Perbendal Negara [SPN)

Pasal 43

1 ' Kota Pekalongan tidak dapat melakukan investasi jangka

parrgang, kecuali atas persetujuan Walikora,
{2] Investasi jangka panjang schagaimana dimaksud pada ayar (1}
antara lain:
A, penyertgan modal,
b, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang: ataun
©. imvestasi langsung (pendinan perusahaan)
13 Dalam hal Puskesmas Kotn Peladongan mendirilan, membeli badan
usahn yang b 1 ik

hukum, busdan usaha tersebun

ada pada Pemerintah Daerb.

Pasal 44
{1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 41 avat (1] merupakan
I P {5 Kota F

i Kota b sehag dimaksud
al (1] dapat dipergunakan secora lingsung untuk membiayai
sesual RBA.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 45

(1} Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensi dan ekonomis, seuai dengan praktek bisnis vang schat,
Pelaksanaan pengadaan  barang/jasa dilaksanakan  berdasarkan
ketentuan yang berinku bagt pengadaan barangjasa pemerintah
13 Kota:  F diberikan herupa

12

pembebasan-sebaginn atau selurahnyn dar ketentuan yang berlaku




bagi pengadaan barang/jasa  pemenntah, bilao terdapat  alasan
efekiifitas dan,.’al ALy x-rm-nsu

{4) Fleksibili 1 1 picha ayat (3 diberikan terhadap
penpadaan barang/jasa vang sumber dananya bernsal dar:
a. jasa pelavanan yvang diberikan kepada masvarakat,
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakar atau badon

lain, dan

©. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnva.

Pasal 46

Pengadaan barang/ jasa sebagmmana dimaksud dalam Pasal 45 diatur
lebib lanjut dalam Peratuan Walikota,

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang

Pasal 47
1] Barang nventaris milik Puskesmas Kota Pekal dapat dil
diunfatan dinlibkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan
ekonomis dengan carn dijual, ditukar, atau dihibahkan.
1Y Barang inventads sehagaimana dimaksiud pada avat (1) meripakan
barsng pakal habis, barng untuk diolah atau dijual, barang lainnya
yang tidak memenuhi persvaratan sebagul aset tetap,
(&) ]"tm_nma(m hasmil pcl\JLI.Al!II barang inventans sebagsl akibot dan
dimaksud pada avar (1) merupakan
o F Kota Pekal
(4} Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayar
(1) harus dittangkan secara memadai dalam- laporan keunngan
Puskesmas Kota Pekalongan,

Pasal 48

1) Puskesmas tidok dapat t dian/ ati 15 asel
tetap, kecuali atas persetujuan pejabat vang berwennng,

(2) Aset tetap sebagaimann dimaksud padia avat (1) merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dard 12 (dun belas)

builan untuk digunakan dalam kegi. Pusk Rata Pekal
atau dimanfaathan oleh masyarakar umam sesuai standar ukumunm
yang berlaku

{3) Kewenangan  pengalihan  dan/atsg penghapusan  aset  fetap
sebagpimann dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan
jenjang nilai dan jenis borang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penerimasn  hasil penjualan aset tetap  akibat dari pengalihan
stbagaimana dimaksud pada ayat (3) merupskan pendapatan
Puskesmas Kot Pekalongan,

Hasil penjualin aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
diuraikan secara memicd

Kota Pekalongan.

Pengalihan  dan/atau  pengahapusan aset tetap  sebaghimasa
dimaksud pada avat (3 - dilaporkan  kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Keschatan,

Penggunann aset tetap untuk Kegintan vang tidok terkait langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kota Pekalongan harus
mendapat persetujuan Walikota melalul Sekretaris Daerah  dan
Hepala Dinas Keachatan,

ai ke dakam laporan keuangan Puskesmas

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 40

Uintuk i I fualy W Puskesmas Ko
Pekalongan dapat melakukan ketjasama denpan pihak ketiga,
HKerjasama  schagaimana  dimaksud  pada avat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip efisicnsi, efektifitas dan ckonomis.

Pazal 50

Kejasama dengan pikak ketiga sebagaimana dimiksud dalam Pasal
449 melipuri:

a: kerjasama operasi; dan

b, sewa menyewsa

Kerjpsama operasi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) haraf a
merupakan perikatan antara Puskesmas Kot Pekalongan dengan
pihak ketiga  dalam  penyediaan  fasilit melalai  pengelolaan

manajemen  dan proses  operasional  secara bersamic  dengan

F scauai k n
Sews menvewa sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) horaf b,
merupakan pemanfaatan barang milik Puskesmas Kota Pekalongan
oleh pihak lon dalam jangka wakiu terientu dengan imbalan uang.

Pasal 51

Hasil kerjpsama seboganimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan
¥ 7 i Kota .

Pendapatan  Puskesmas Kota Pekalongan  sebagaimana dimaksud
dalam ayar {1} dapat dipergunakan secara  langsung  untuk
membisvai belanja sesual RBA.




Bagian Kesepuluh
Penvelesaian Kerugian

Pasal 52
Kerugian pada F Kota P yang dischabkan oleh
E ' par hukoam atau diar i Acauai

ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  mengenai
penyelesaian kerugan daerah,

Bagian Kescbelas
Penatausshaan

Pasal 53
. Penatausahaan Keuangan mmimal meliputi:
. peneriran kas;
b, pengeluaran kas;
oo piutang
. utang featalities);
e peracdiaan;
i aset tema
g investasi)
h. ekuitas.
Pasal 54

Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengelunran

vang mengelola uang, barang dan kcka\aan daerah v'mg el rd.\pm pndn
. I Kota Pekal wajib menyel

keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53, qnm:zl peraturan

perundangan vang berlaku,

Pasal 55
11} Penat inh I L i dimaksud dalam: Pasal 54
didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis
yang schat,
[2} Penatausah ngan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hitrus ara tertih,  efektif,  transparansi  dan

&

dipertampgungawablan.




BAB VI
PERUBAHAN REA DAN DPA

(- Pasal 56

1) Perubabian terhadop REBA dan DPA dilakukan apabila:
a. terdapal  penambahan alau  pengurangan  anggaran  vang
L>¢r~umh¢'1 dari APBD;
b b melampaui  ambang batas  flekaibilitas - vang  telah
ditetapkin: dar
e, Pergeseran antar jenis belanja danfatau antar kegiatan.
14} Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlsku.

o BAB VIl
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 57

(1) Puskesmas  Kota  Pekalongan  menerapkan  sistem  informasi
e keuangan seauai dengan kebutuhan praktek bisnis vang

() ‘ktmp ksi keuangan [ Kota Pekalongan  harus
dicarat dan doliumen p‘.ndukunp;mﬂ vang dikelola scecara tertib,
13} Sistem dan i dimak l pada ayat (1) dan (2}
. dapat hasilk laporan secara periodik.

Pasal 58

]

Puskesmas Koa  Pekal 1 i dan
laporan kcunn.gan sesual deng,nn ‘:u.i\I\ yang diterbitkan oleh asosiasi
profesi ak i ia untuk j hisnis yang sehat

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan schagnimana
dimaksud dalam ayat (1] menggunakan basis akrual dalam
pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ckuitas
dana.

Pasal 59

[

Dalam rangka mnvrlenmrama akuntansi dan laporan  kevangan
berbasiz akmal i dolam Pasal 58 ayat (2)

Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada
standar akuntansi yang berlaku (sesuai jenis layanannya




(2] Kebijak . P

dalam  ayar (1)
digunakan 'uh@m dazsar dul.um pengakuan, pengulkuran, penyajisn
dan f pan asct, ekuitas, p T dan beban
/ dengan ditetaplan nleh Walikota,

Pasal (0

Proses akuntansi dopat dilnkukan sec,
mckiputl kegintan sebagai bertkut |

o, mencatat bukti transaksi ke dalam buku jumal;

b memposting ke buku besar din buku pembaniu;

e, mengikhtisackan saldo buky besar ke dalam neraca saldo; dan
d. menyusun laporan keuarngan,

manual maupun eomputeried

Bagian Kedua
. Pelaporan dan | 1 ban K

Pagal 651

(1) Lag b i imink | dalamy Pasal 60 hural d

rerdiri dari;

a, Nerci;

b Laporan operasional;

¢ Laporan arus kas; dan

. Catatan alass 1ap<n'm kvu.mm.m

2} Laporan b i d pada ayat (1} disertai
denpan laporan mengenai kinerja,

(3 Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 8 merupakan
laporan yvang menggambarkan posisi keuangan mengenai - asset,

. kewajiban dan ekuitas dm\a pu.d.a unwl tertentu,

{4 Laporan aktivi dimakaud pada avar (1)
bnaruf b merupakan laporan vang berisi informasi jumlah pendapatan
dan beban Puskesmas selama satu periode.

5] Lag arus ‘kas schagai fimaksud pada ayat (1) hurufl ¢
merupakan lepolan yang mv:nva;lkim informasi. kas schubungan

dengan - ak i, dan aktivitas pendanaan
dan fatau i yang k saldo  awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama  periode
tertentu.

&) Catatan Atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud pade ayat {1)
huruf d merupakan catatan vang berisi penjelasan naratifl atau
rincian dari angka vang tertera dalam laporan keaangan.

Pasal 62

{

Selain laporan set i i i dalam Pasal 61

avat (1), Puskesmas Kota Pekalongan menyusun dan menyampaikan




taporan keuangan secara berkala kepada DPPRAD melalui Dinas
Kesehatan  untuk  dikonsolidasikan  dengan  lapomn  kewangan
pemerintah duerah sesual standar akuntansi pemenntah.
{2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdin dari;
isas] Angearan;

n Arus Kas; dan
d, Catatan Atas Laporon Keunngan.

Fasal 63
[1) Laporan keuangan secars berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (1) terdiri dari;
a.  Laporan triwiln

b, Laporan semeste
o, Laporan tahur

{2} Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) disampaikan paling
lambat tanggal 15 {lima belas] bulan setelah periode pelaporan
berakhir,

Pasnl 64

Laporan per bun b

g diaudit oleh pemeriksa ekiem
ssuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
AKUNTABILITAS KINER.IA

Pasal 65

(1) Drircktur bertanggungjawab terhadep kinera operasional Puskesmas
Kota Pekalongan sesuai dengan tolok ukur yang diterapkan dainm
RBA.

(2) Direktur mengkhtisarkan  dan  melaporkan  kinega  operasional
Pusk Kot P bearg apcara  teri i dengan laporan
keuangan schagnimana dimakaud dalam Posal 63 ayat (1)




HAB X
SURFLUS DAN DEFISIT

Pasal 66

(1) Surplus  anggeran  merupakan  sclisih. lebih  antara realisasi
prndag dan isasi belanja T Kota Pekal pada
sutu tahun anggaran.

() Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat digunakan
dalam anggamn whun berikumya, kecuali aias erlm.m Walikou,
sesaal dengan dapat di k i Aty
seluruhnys disetor ke Kas Dacrah dengan mempertimbangkan posisi
Tikuiditas Puskeamas,

Pasal 67

(1) Delisit anggaran  merupakan  selisih  kurang  antara  realisas

P I dengan lisasi belanja Puske: pada satu tabun
ATIEEATHI

(2) Defisit dapar ! P iay e dalam  tahun
anggaran  herikutnya  kepada  DPPRAD  melalui Kepala  Dinas
Kesel sesU :

(3] DPPRAD sesuai k vA dapat i untuk
menutup defisit p Pus} Kota Pelal
dalam APBE whun anggaran berikuinya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Dengan di a5 Kotn F arhagai Pus

yang rnemrupl-wn PPK BLUD denpan status penuh, maka dokumen REA

diper ! sehagal D RBA definitif yvang berfungsi sehagai

DEA BLUD.

rasal b4d

Kelentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tentang
penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan scsuai SAK mulal
dilaksanakon pada tahun 2014




BAB |
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 70
Peraturan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar sctiap orang nmengetahuinya, memerintahkan  pengundangan

Peraturan Walil ini dengan dalam’ Berita Daerah
Kota Pekalongan:

Diterapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PERKALONGAN,

vt

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAR |/

Ho, JABATAN |F ]
SEXDA ]

ASIZTEN T §
KABAD HURUM
HASUBAG i

g




